BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA

bahwa Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara

Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada
Pemerintah Daerah Sukamara dengan Berita Acara Penyerahan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 Nomor
45/BAST/XIX.PAL/05/2024, tanggal 20 Mei 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
KabupatenGunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuagan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

il




Menetapkan
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Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 40); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
tentang perubahan atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun
2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan
BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan
keuangan memuat:

(2)

e a0 o

Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2023 sebagai berikut :
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a. Pendapatan Rp. 719.434.057.942,80
b. Belanja Rp. 732.437.431.980,02

Surplus/(defisit) Rp.13.003.374.037,22
c. Pembiayaan

Penerimaan Rp.155.039.662.266,26

Pengeluaran Rp. 27.645.237.316,60

Pembiayaan Netto Rp.127.394.424.949,66

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp41.754.847.117,80
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.677.679.210.825,00
2. Realisasi Rp.719.434.057.942,80
Selisih lebih /(kurang) Rp. 41.754.847.117,80

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp73.340.763.388,98)
dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.805.778.195.369,00
2. Realisasi Rp.732.437.431.980,02
Selisih lebih/(kurang) Rp. (73.340.763.388,98)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah

Rp115.095.610.506,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan  Rp(128.098.984.544,00)
2. Realisasi Rp ((13.003.374.037,22)
Selisih lebih/(kurang) Rp 115.095.610.506,78
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp230.677.722,26 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 154.808.984.544,00
2. Realisasi Rp 155.039.662.266,26
Selisih lebih/(kurang) Rp 230.677.722,26

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp935.237.316,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 26.710.000.000,00
2. Realisasi Rp 27.645.237.316,60
Selisih lebih/(kurang) Rp 935.237.316,60

f.  Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp704.559.594,34)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto Rp 128.098.984.544,00

2. Realisasi Rp 127.394.424.949,66

Selisih lebih /(kurang) Rp (704.559.594,34)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL Rp. 147.765.266.944,26

b. sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 147.766.606.944,26

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

(SILPA /SIKPA) Rp. 114.391.050.912,44
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (1.340.000,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 114.391.050.912,44
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Pasal 5
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023

sebagai berikut:

a. Jumlah aset Rp. 2.625.220.127.794,24
b. Jumlah kewajiban Rp. 6.808.913.741,07
c. Jumlah ekuitas Rp. 2.618.411.214.053,17

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp. 147.790.468.719,90
b. Koreksi saldo awal kas Rp. 1.340.000,00
c. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 117.952.828.311,28
d. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (151.328.384.343,10)
e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
f. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. ( 24.714.641,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp. 114.391.538.047,08
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan operasi Rp. 890.337.156.782,92
b. Beban Operasi Rp. 531.038.134.569,46
c. Beban Penyusutan dan Amortisasu Rp. 160.072.710.008,31
d. Beban Transfer Rp. 79.461.661.264,00
e. Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional Rp. 119.764.650.941,15
f. Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional Rp. (4.947.032.983,13)
g. Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa Rp. 0,00
h. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Rp. 114.817.617.958,02
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp. 2.502.515.655.019,8
b. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Rp. 114.817.617.958,02
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar Rp. 1.077.941.075,30
d. Ekuitas akhir Rp.2.618.411.214.053,17
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun
anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimakasud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:




a. Lampiran I

Lampiran 1.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III

B 0 B

Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

= I o]

Lampiran VIII

[

Lampiran IX

Lampiran X

—.

o)

Lampiran XI

[S—
.

Lampiran XII

. Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII :

e T oo og

Lampiran XVIII:
s. Lampiran XIX
t. Lampiran XX
Lampiran XX.1 :

Lampiran XX.2 :

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan,

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/
Perusahaan Daerah terdiri dari :

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah / Perusahaan Daerah

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba / Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal S AGUSTUS Q04

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 9 AGUSTUS 2024

V. BARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 02,40/2024
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir selanjutnya bahwa bupati menetapkan Rancangan Perda Kabupaten
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama oleh
Bupati dan DPRD serta telah disesuaikan dengan hasil Evaluasi Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di daerah,;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa
laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 111
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